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The large amount of funds in amil zakat institutions Social Fund Foundation Al - 
Falah Surabaya received from donors, requiring amil zakat institutions to have a 
plan to raise the funds and do the recording as a form of accountability to donors. 
This study aims to determine how the application of good corporate governance 
in collecting funds and the implementation of SFAS 109 as a reference amil zakat 
institutions in taking notes. The method used is descriptive method with 
qualitative approach case study. Sources of research using primary data and 
secondary data, by observation and interviews. The results of this study indicate 
that YDSF institutions have a plan to have the amount of funds for the year will 
run, and create a strategy for obtaining the amount of funds expected and 
preparing human resources to realize them. For the implementation of SFAS 109 
on ZIS, the institute has implemented YDSF seen from the completeness of the 
financial reports containing statements of financial position, statement of changes 
in funds, changes in assets under management, cash flow statement and notes to 
the financial statements. In terms of recognition, measurement, presentation and 
disclosure are in accordance with SFAS 109. 
 





Zakat merupakan salah satu dari 
rukun islam yang sangat wajib untuk 
umat muslim laksanakan. Zakat 
adalah syiar dan identitas dalam 
masyarakat islam, selain sebagai 
ibadah untuk mendekatkan diri 
kepada Allah SWT zakat juga 
mengandung aspek sosial. Didalam 
ayat-ayat Al-quran mengulang-ulang 
kata zakat secara ma’rifah sebanyak 
tiga puluh kali, delapan disebutkan 
dalam surat-surat makkiyah dan dua 
puluh dua diantaranya disebutkan 
dalam surat - surat madaniyah. Hal 
ini mengindikasikan bahwa betapa 
pentingnya untuk membayar zakat 
bagi orang yang telah memenuhi 
syarat. Sesorang yang telah 
mengeluarkan zakat dapat dikatakan 
bahwa ia telah membersihkan diri, 
jiwa, dan hartanya.  
Pengelolaan zakat di indonesia 
tidak bisa dilepaskan dari proses 
islami yang terjadi pada abad ketujuh 
masehi. Dibawah pemerintahan B.J 
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Habibie dan DPR mengeluarkan 
regulasi setingkat Undang-undang, 
yaitu UU No.38 tahun 1999. Dengan 
lahirnya UU tersebut, zakat sudah 
tidak lagi dipandang lagi sebagai 
masalah intern umat muslim, tetapi 
sudah menjadi kegiatan pemerintah 
di bidang ekonomi dan sosial. 
Potensi zakat sendiri di 
Indonesia pada tahun 2010 telah 
mencapai dua ratus tujuh belas 
triliun dan pada tahun 2015 sendiri 
telah menyentuh angka dua ratus 
delapan puluh enam triliun. Dengan 
potensi dana sebesar itu apakah 
untuk merealisasikan menjadi sebuah 
kenyataan diiringi dengan 
perencanaan yang strategis dan 
apakah amanah dalam melakukan 
pengawasan dananya. 
Sebuah organisasi pengelola 
zakat harusnya betindak secara 
profesional , dimaknai profesional 
yakni bahwa organisasi pengelola 
zakat harus memiliki manajemen 
organisasi yang baik. Hal tersebut 
wajib dilakukan agar tidak terjadi 
sebuah kesalahan seperti yang 
dimuat www.kompas.com dimana 
Ibu Walikota Surabaya Tri 
Rismaharini melakukan pembekuan 
terhadap BAZ di Kota Surabaya 
dikarenakan laporan 
pertanggungjawaban yang dirasa ada 
kejanggalan, dengan bukti bahwa 
hampir 50% dana yang terkumpul 
digunakan untuk keperluan 
pengurus. Padahal manajemen terkait 
kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pengawasan 
dalam penghimpunan dan 
penyaluran di organisasi telah 
tersusun secara baik.  
Transparansi dalam sebuah 
pengelolaan dana umat dalam kasus 
ini terkait zakat akan menumbuhkan 
kepercayaan dari para muzakki untuk 
membayar zakat dan meningkatkan 
motivasi muzakki dalam menunaikan 
kewajibannya. Pada awalnya BAZ di 
Indonesia menggunakan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan 45 
terkait pelaporan keuangan 
organisasi nirlaba akan tetapi Sejak 
tahun 2008 IAI sebagai wadah 
akuntan di Indonesia telah membuat 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan 109 yang mengatur 
perihal terkait Akuntansi zakat, 
infaq/ sedekah, dimana ruang 
lingkup untuk pernyataan diatas 
berlaku untuk amil yang menerima 
dan menyalurkan zakat dan 
infaq/sedekah. Diharapkan atas 
dibuatnya PSAK 109 ini dapat 
diwujudkannya keseragaman atas 
pelaporan, sehingga publik dapat 
membaca laporan akuntansi 
pengelola zakat dan dapat 
mengawasinya. Didalam PSAK 109 
terdapat definisi, pengakuan dan 
pengukuran, penyajian serta 
pengungkapan terkait masalah 
kebijakan penyaluran hingga 
operasionalisasi zakat dan 
infaq/sedekah. Dari penjelasan di 
atas terkait YDSF sebagai lembaga 
pendayagunaan terkait dana zakat, 
infaq dan sedekah dan PSAK 109 
yang mengatur terkait zakat, infaq 
dan sedekah timbul ketertarikan 
untuk mengetahui penghimpunan 
dana zakatnya. maka penelitian 
diambil judul “Penerapan Good 
Corporate Governance pada 
Penghimpunan Dana Zakat di 






Siti Wasila (2013) melakukan 
penelitian mengenai penerapan 
akuntansi zakat pada lembaga amil 
zakat  Yayasan dana soial Al – Falah 
Surabaya. menggunakan metode data 
primer dan sekunder. Data primer 
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diperoleh melalui wawancara 
mendalam mengenaiakuntansi dan 
pelaporan keuangan yayasan. Hasilnya 
menunjukkan bahwaakuntansi yang 
didasarkan pada Syari'ah Islam 
memiliki dampak yang besar pada 
aspek kemanusiaan dari akuntansi zakat 
dan infaq atau sodaqoh. Dengan 
demikian, akuntansi zakat dan infaq 
atau sodaqoh mendorong perilaku 
individu di lingkungan untuk selalu 
transformasional. Akuntabilitas 
ditetapkan dalam organisasi meliputi 
aspek fisik, moral dan spiritual. Aspek 
fisik dari penelitian ini adalah laporan 
keuangan sementara aspek moral dan 
spiritual adalah perwujudan 
akuntabilitas organisasi. 
Ahmad dan Widya (2013) melakukan 
penelitian dengan dasar ingin mengeta-
hui dan menganalisis perlakuan akun-
tansi Amil Zakat Lembaga dana non 
halal dan membandingkannya dengan 
PSAK 109. Penelitian ini adalah peneli-
tian kualitatif dengan pendekatan anali-
sis deskriptif,dan metode yang diguna-
kan untuk mengumpulkan data studi ka-
sus dengan mengambil LAZ Yatim 
Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ 
DD Surabaya sebagai obyek penelitian. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa ke 
tiga lembaga telah menerapkan PSAK 
109 dalam hal penyusunan laporan keu-
angan, namun dalam perlakuan akun-
tansi dana non halal belum sepenuhnya 
menerapkan PSAK 109. Perlakuan 
akuntansi dana non halal ini meliputi 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan.  
Nurul dan Tjiptohadi (2013) melakukan 
identifikasi terkait persoalan akuntabilitas 
pada organisasi pengelola zakat dan 
memberikan usulan pemikiran terkait 
permasalahan yang dihadapi. Dengan 
metode penelitian menggunakan metode 
modifikasi action research. Dimana dari 
hasil identifikasi ditemukan bahwa 
terjadinya penumpukan pada program 
pemberdayaan antar OPZ, data antara 
muzakki dan mustahik tidak akurat, adanya 
keterbatasan kemitraan OPZ, kebijakan 
pemerintah yang saling bertentangan 
dengan bagian pendayagunaan dana, belum 
ditemukannya model untuk melakukan 
promosi dan keterbatasan tenaga amil 
profesional. Terkait pemasalahan 
tersebut diusulkan pemikiran dalam 
penanganannya yakni, kompilasi data 
yang masuk terkait mustahik dan 
muzakki melalui masjid, penyiapan 
tenaga amil yang bekerjasama dengan 
perguruan tinggi setempat, dan perlunya 
distribusi program zakat dan kerjasama 
dengan IKADI dan DKM. 
 
Rika dkk (2014) melakukan penelitian  
untuk mengetahui Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 
tentang akuntansi zakat dan 
infak/sedekah, untuk mengetahui 
perbedaan dan persamaan akuntansi 
zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
kota Bandung, menganalisis 
implementasi Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 
tentang akuntansi zakat dan 
infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) kota Bandung.  Metode yang 
digunakan dalam penelitian 
menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Sumber 
penelitian adalah data primer dan data 
sekunder, teknik pengumpulan data 
dengan wawancara, studi kepustakaan 
dan dokumentasi. Sumber data 
sekunder berasal dari laporan keuangan 
lima Lembaga Amil Zakat di Kota 
Bandung. Hasil dari penelitian  
menunjukkan bahwa (1) PSAK No. 109 
tentang akuntansi zakat dan 
infak/sedekah memuat Laporan Posisi 
Keuangan, Laporan Perubahan Dana, 
Laporan Perubahan Aset Kelolaan, 
Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas 
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Laporan Keuangan, (2) Persamaan 
akuntansi zakat pada LAZ kota 
Bandung yaitu dalam hal pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan, sedangkan 
perbedaannya dalam hal kelengkapan 
komponen laporan keuangan, (3) 
Implementasi akuntansi zakat pada 
LAZ di kota Bandung sudah baik 
mengacu kepada PSAK No 109, 
meskipun belum semuanya optimal. 
Devi dan Fenny (2014) melakukan pe-
nelitian lebih lanjut mengenai penera-
pan PSAK 109, akuntansi zakat, in-
fak/BAZ di kota Pekanbaru. Menggu-
nakan penelitian deskriptif dan kompa-
ratif antara praktik akuntansi manaje-
men zakat di lapangan dengan PSAK 
109. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa BAZ di kota Pekanbaru telah 
menerapkan PSAK 109 tentang pelapo-
ran keuangan sejak tahun 2011 tercan-
tum di dalam laporan keuangan tahun 
2011 dan 2012. Perwujudan transparan-
si dan akuntabilitas memiliki dampak 
positif pada peningkatan pengumpulan 
zakat, sumbangan/amal. 
Asrori (2015) melakukan penelitian 
yang bertujuan untuk menganalisa 
pengaruh sikap amil dan norma 
subyektif amil terhadap minat 
mengimplementasikan praktik 
akuntansi zakat dan Infak/sedekah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
organisasi pengelola zakat di Kota 
Semarang. Metode pemilihan sampel 
penelitian ini menggunakan metode 
quota sampling sehingga diperoleh 32 
amil sebagai responden. Pengolahan 
data menggunakan analisis statistik 
deskriftif dan analisis regresi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sikap 
amil tidak berpengaruh terhadap minat 
mengimplementasikan praktik 
akuntansi zakat dan infak/sedekah. 
Sedangkan norma subyektif amil 
berpengaruh terhadap minat 
mengimplementasikan praktik 
akuntansi zakat dan infak/sedekah. 
Marliyati (2015) melakukan penelitian 
untuk mengevaluasi sistem pengelolaan 
zakat dan akuntabilitas Laporan Keua-
ngan lembaga amil zakat. Metode pene-
litian yang digunakan adalah analisis 
kualitatif deskriptif dengan model mul-
tiple case study LAZ yang memilikidi-
stribusi zakat terluas di Kota Semarang. 
Studi Kasusnya meliputi: BAZNAS 
Kota Semarang, LAZIS Baiturrahman, 
PKPU, DPU Daarut Tauhiid, Rumah 
Zakat, Dompet Dhuafa, dan Baitul Maal 
Hidayatullah (BMH). Hasil penelitian-
nya menunjukkan, bahwa Laporan 
Keuangan yang tersedia seluruhnya di 
LAZ, kecuali Laporan Perubahan Aset 
Kelolaan. Sistem akuntansi seluruhnya 
100% tersedia, kecuali flowchart dan 
jurnal. Pengendalian intern belum sepe-
nuhnya dipatuhi dan sebagaian besar 
LAZ belum menyajian Laporan Keua-
ngan sesuai PSAK 109. Akuntabilitas 
Laporan Keuangannya merupakan per-
wujudan tanggung jawab kepada ma-
syarakat, negara, dan Tuhan (Allah 
Swt). 
Rina (2016) melakukan penelitian un-
tuk melakukan analisis mekanisme atas 
pengelolaan ZIS berdasarkan UU no 23 
tahun 2011 dan peraturan Pemerintah 
tahun 2014 dan perlakuan akuntansi 
ZIS PSAK 109 untuk diterapkan oleh 
BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai 
evaluasi pengelolaan ZIS. Hasil peneli-
tian menunjukkan bahwa mekanisme 
dari manajemen BAZNAS Provinsi Ja-
wa Timur belum sepenuhnya mene-
rapkan UU no 23 tahun 2011 dan pera-
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turan Pemerintah tahun 2014. Begitu 
juga dengan implementasi PSAK 109 
terkait Akuntansi ZIS. 
 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 109 
 
PSAK 109 menjelaskan bahwa zakat 
adalah suatu kewajiban syariah yang 
harus diserahkan oleh muzakki kepada 
mustahiq yang dapat diberikan melalui 
badan amil atau langsung diberikan 
secara personal. Ketentuan zakat sendiri 
mengenai pernyataan atas nisab, haul, 
tarif zakat dan peruntukkannya. Tidak 
hanya zakat didalam PSAK 109 juga 
menjelaskan infak atau sedekah 
merupakan donasi sukarela, baik fungsi 
kegunaan atas dananya sudah 
diperuntukkan maupun tidak 
diperuntukkan oleh donatur.  
 
 GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
 
Good Corporate Governance 
memiliki arti yakni sebuah 
seperangkat dari sistem yang dapat 
mengatur juga mengendalikan 
perusahaan untuk menciptakan 
sebuah value added atau nilai tambah 
bagi para pemangku kepentingan (M. 
Arief Effendi 2009:2), dimana dalam 
kasus penelitian ini dapat membantu 
para manajemen dalam mengontrol 
sistematika penghimpunan dana 
zakat maupun pencatatannya. Agar 
dapat meningkatkan sebuah kualitas 
dari lembaga amil zakat dan 
bertambahnya kepercayaan para 
muzakki nya, baiknya sebuah 
lembaga amil zakat melakukan check 
and balance atas semua resiko yang 
akan diterima. Penilaian Good 
Corporate Governance didukung 




Transparansi adalah keterbukaan 
(openness) pemerintah dalam 
memberikan infromasi yang terkait 
dengan aktifitas pengelolaan 
sumberdaya publik  kepada pihak-
pihak yang membutuhkan informasi 
(mardiasmo:2001). Terkait dengan 
penelitian ini ialah transparansi atas 
sistematika penghimpunan dana 
yang dilakukan oleh Lembaga Amil 
Zakat Yayasan Dana Sosial Al - 
Falah. Dimana LAZ Yayasan Dana 
Sosial Al - Falah hendaknya 
memiliki keterbukaan informasi 
terkait penghimpunan dana dan 
pengelolaan dana berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
ada, pencatatan dari setiap transaksi 
penghimpunan dana zakat. 
INDEPENDENSI 
PSP 01 Standar umum SPKN 
mendefinisikan bahwa independensi 
adalah semua hal yang berkaitan 
dengan pekerjaan pemeriksaan, 
organisasi pemeriksa dan pemeriksa 
harus bebas dalam sikap mental dan 
penampilan dari gangguan pribadi, 
ekstern, dan organisasi yang dapat 
mempengaruhi independensinya. 
Berdasarkan dengan penelitian ini 
diharapkan agar YDSF dalam 
melakukan kegiatan penghimpunan 
dananya tidak dipengaruhi atau 
mendapatkan tekanan dari pihak 
manapun. Dan tetap berpedoman pada 
SKM RI No 524 tahun 2016. 
AKUNTABILITAS 





atau kegagalan atas pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai tujuan – 
tujuan dan sasaran – sasaran yang telah 
ditetapkan melalui suatu media sebagai 
pertanggungjawaban secara periodik. 
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Pertanggungjawaban tersebut memiliki 
keterkaitan dengan aktivitas yang 
dilakukan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 
 
RESPONBILITY 
Berdasarkan peraturan BUMN Nomor 
01/MBU/2011 tentang penerapan tata 
kelola perusahaan yang baik 
mendefinisikan responsibilitas 
merupakan bentuk pertanggungjawaban 
atas kepatuhan perusahaan terhadap 
peraturan perundang-undang yang 
berlaku. Lembaga YDSF berpedoman 
terhadap SKM RI No 524 tahun 2016, 
dengan menerapkan SKM RI 
diharapkan bahwa lembaga YDSF 
dalam kegiatan operasionalnya 
mempunyai peran bertanggungjawab 




merupakan penelitian studi kasus 
dengan tipe deskriptif, dimana 
peneliti akan mendeskripsikan 
bagaimana langkah awal dari 
lembaga zakat YDSF dalam 
menyusun perencanaan untuk 
menghimpun dana zakat, bagaimana 
sistematika penghimpunan zakat dan 
kemudian peneliti akan 
mendeskripsikan apakah lembaga 
zakat YDSF telah menerapkan 
sepenuhnya terkait PSAK 109. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan 
data yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan informan yang 
sedang dijadikan sampel dalam 
penelitiannya sedangkan data 
sekunder adalah data yang diperoleh 
terkait penerapan PSAK 109 pada 
laporan keuangan. Informan yang 
dimaksud disini adalah bagian 




sumber informasi yang penting 
terdiri dari beberapa tipe yaitu open-
ended type dimana peneliti dapat 
bertanya kepada informan kunci 
tentang fakta suatu peristiwa dan 
informan diberikan hak untuk 
memberikan opini atas peristiwa. 
Tipe wawancara terfokus informan 
hanya diberikan pertanyaan yang 
telah disiapkan pewawancara. Tipe 
wawancara terstruktur, pewawancara 
menyusun pertanyaan yang akan 
membentuk suatu jawaban atas 
masalah terkait (Yin,2009:108). 
Dalam penelitian ini akan digunakan 
dua tipe wawancara yakni open-
ended type dan terfokus, pada 
awalnya peneliti telah menyiapkan 
susunan pertanyaan yang akan 
dijawab oleh narasumber dan dari 
setiap jawaban narasumber, peneliti 
akan mengembangkan menjadi open-
ended type jika memang ada sebuah 
fakta atau fenomena pada setiap 
jawaban dari narasumber. 
Dokumentasi 
Membantu memverifikasi ejaan dan 
judul atau nama yang benar dari 
organisasi yang disinggung. Juga 
membantu untuk memberi rincian 
informasi jika bukti dokumenter 
bertentangan dengan informasi dari 
sumber yang didapat dengan begitu 
peneliti akan memiliki alasan kuat 
untuk meneliti lebih jauh topik yang 
bersangkutan. Contoh: surat, 
memorandum, pengumuman resmi, 
proposal, artikel, dll (Yin,2009:103). 
Dalam hal ini peneliti membutuhkan 
sebuah lampiran atau dokumentasi dari 
narasumber berupa laporan keuangan 
dimana laporan tersebut berguna dalam 
menentukan apakah lembaga YDSF telah 
menerapkan PSAK 109. 
Observasi 
terdapat dua yang pertama observasi 
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langsung yakni peneliti membuat 
kunjungan langsung ke lapangan. 
Observasi partisipan yakni peneliti 
bertindak aktif dalam mengambil 
peran dalam situasi tertentu 
(Yin,2009:112). Agar semua 
permasalahan yang ingin dijawab 
oleh peneliti memperoleh keabsahan, 
maka peneliti memutuskan 
menggunakan observasi langsung. 
Agar peneliti dapat mengetahui apa 
yang terjadi di lapangan telah sesuai 
apa dengan yang disampaikan oleh 
narasumber 
. 
TEKHNIK ANALISIS DATA 
Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitiatif deskriptif yang bersudut 
pandang studi kasus positivistik. 
Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaituteknis 
analisis data model Miles dan 
Huberman (Emzir, 2012: 129-135) 
antara lain : 
Reduksi data merupakan salah satu 
teknik analisis data kualitatif. 
Reduksi data merupakan proses 
dimana peneliti menganalisis data 
dengan cara mengklasifikasi, 
menggolongkan, dan mempertajam 
data yang dibutuhkan dan 
mengorganisasikan data sedemikian 
rupa, serta membuang data yang 
dianggap tidak perlu untuk 
dicantumkan sehingga kesimpulan 
akhir dapat diambil secara akurat 
(Emzir, 2012: 129). 
Peneliti menyadari dalam setiap 
pertanyaan yang diajukan kepada 
narasumber dapat berkembang, dan 
juga banyak informasi yang 
diperoleh. Akan tetapi dari semua 
informasi yang diperoleh mengenai 
Good Corporate Governance 
penghimpunan dana zakat  tidak 
semua akan dibutuhkan untuk 
menjawab permasalahan. Maka 
untuk mempermudah reduksi data 
dilakukan, agar peneliti dapat 
terfokus kepada informasi yang 
diberikan oleh narasumber. 
Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data merupakan tahapan 
lainnya dari teknik analisis data 
kualitatif dengan cara menyajikan 
data yang telah tersusun dengan baik, 
sehingga membentuk suatu informasi 
yang memungkinkan untuk 
penarikan kesimpulan. Bentuk 
penyajian data kualitatif berupa teks 
naratif (berbentuk catatan lapangan), 
grafik, matriks atau bagan (Emzir, 
2012: 131). Pada penjelasan studi 
kasus pada bab sebelumnya 
mengenai jenis penelitian studi 
kasus, dimana penelitian ini berupa 
penelitian studi kasus dengan tipe 
deskriptif maka peneliti akan 
menyajikan informasi berupa teks 
naratif mengenai penerapan Good 
Corporate Governance 
penghimpunan dana zakat dan 
penambahan bukti dokumentasi 
mengenai laporan keuangan lembaga 
zakat untuk mengetahui diterapkan 
atau tidaknya mengenai PSAK 109, 
dimana sebelumnya telah melewati 
tahapan reduksi data. 
Penarikan/Verivikasi Kesimpulan 
Tahap terakhir yaitu dengan penarikan 
kesimpulan. Penarikan kesimpulan 
sangat penting dilakukan untuk 
mempermudah proses pengambilan 
keputusan pengguna. Penarikan 
kesimpulan dilakukan setelah 
seluruh proses analisis selesai 
dilakukan (emzir, 2012: 133). Dari 
informasi yang disajikan oleh 
peneliti berupa teks naratif mengenai 
penerapan good corporate 
governance penghimpunan dana 
zakat diharapkan diperolehnya 
sebuah jawaban atau DAPAT ditarik 





Mekanisme Penghimpunan Dana 
Pada semua perusahaan tentunya 
memiliki sebuah tatanan atau 
mekanisme yang telah terstruktur 
dan telah diterapkan berdasarkan 
keputusan yang telah ditentukan oleh 
manajemen. Hal ini berarti memiliki 
keterkaitan dengan good corporate 
governance, pada penelitian ini 
mencoba mendeskripsikan 
bagaimana mekanisme 
penghimpunan dana di lembaga 
yayasan dana sosial Al - Falah 
Surabaya . mekanisme dalam 
penghimpunan dana didahului 
dengan melakukan perencanaan dan 
menyusun target penerimaan yang 
ingin dicapai. Kemudian lembaga 
akan menyusun program kerja agar 
target tersebut dapat dicapai. Berikut 
kutipan wawancara dengan bapak 
Arif Prasojo mengenai perencanaan 
dan penyusunan program kerja. 
Divisi yang bertugas untuk membuat 
target dalam melakukan kegiatan 
penghimpunan dana, yakni 
Fundraising Fund atau bagian 
penghimpunan dana. 3 program yang 
dimiliki untuk mencapai target dana 
yang diharapkan, yang pertama 
menyusun rencana anggaran, berapa 
jumlah dana yang diharapkan masuk 
dan berapakah jumlah pengeluaran 
yang diperkirakan terjadi pada tahun 
yang akan berjalan. Strategi 
kemudian ditentukan agar rancangan 
anggaran yang disusun dapat tercapai 
baik dalam menghimpun dana 
maupun biaya pengeluaran yang di 
prediksi akan terjadi. Tahap ketiga 
yang di lakukan oleh bagian 
penghimpunan dana yakni 
mempersiapkan Sumber daya 
manusianya, agar di berikan 
pembekalan untuk siap memenuhi 
rancangan atas target yang telah 
disusun. 
 lembaga Yayasan Dana Sosial Al – 
Falah walaupun yang menyusun 
target bagian penghimpunan dana, 
bukan berarti sumber daya manusia 
yang dipergunakan hanya bagian 
penghimpunan dana saja. Semua 
divisi dalam lembaga Yayasan Dana 
Sosial Al – Falah memiliki masing – 
masing peran yang dapat 
mensukseskan untuk mencapai target 
anggaran. Lembaga YDSF 
memberikan pelatihan yang 
diperuntukkan bagi para 
karyawannya agar siap dalam 
menempuh tugas mencapai target 
dana, tidak hanya diberikan pelatihan 
secara fisik, untuk hal non fisik pun 
lembaga YDSF memberikan 
pelatihan dengan mendatangkan 
narasumber tamu untuk dapat 
memotivasi karyawannya bahwa 
seluruh sumber daya manusia di 
lembaga YDSF memiliki tugas mulia 
dalam mensejahterahkan umat 
muslim. 
Setelah menyusun rencana dan strategi 
untuk kedepannya, lembaga juga 
harus memiliki manajemen yang 
baik pada dana yang diterima dari 
para donatur, secara garis besar di 
awal lembaga akan mengarahkan 
untuk apakah dana yang diberikan 
oleh donatur. Hal ini sesuai dengan 
hasil wawancara yang dijelaskan 
oleh Bapak Arif Prasojo : 
 
Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – 
Falah tidak hanya melakukan 
penghimpunan dana atas zakat, tetapi 
juga melakukan penghimpunan dana 
dari donatur berupa infaq, maupun 
sedekah. Agar memudahkan para 
donatur maupun lembaga, YDSF 
telah mempersiapkan form isian 
yang harus diisi oleh calon donatur. 
Form isian ini terlampir data dari 
calon donatur dan diperuntukkan 




Begitupun dengan halnya sistem 
pembayaran yang telah memiliki 
tatanan yang baik, dimana sistem 
pembayaran ini akan memberikan 
donatur banyak opsi saat akan 
memberikan dananya. Semakin 
baiknya sistem pembayaran ini maka 
akan memudahkan donaturnya dan 
akan memberikan sebuah value yang 
timbul dari donaturnya bahwa 
lembaga YDSF benar – benar 
amanah dalam menjalankan 
pekerjaan. Hal terkait sistem 
pembayaran disampaikan oleh Bapak 
Arif Prasojo selaku bagian 
penghimpunan dana. 
Pada lembar isian donatur yang telah 
dijelaskan sebelumnya lembaga 
dapat mengetahui identitas dari 
donatur. Pada kolom yang paling 
bawah lembaga YDSF menyediakan 
pilihan yang dapat mempermudah 
donatur dalam memberikan dananya. 
Ada 3 macam jenis pembayaran 
yang dapat dipilih, yang pertama ada 
transfer melalui bank dengan tujuan 
rekening YDSF. Pilihan cara 
pembayaran yang kedua yakni 
donatur langsung datang ke kantor 
YDSF yang bertempat di Jl. 
Kertajaya VIIC/17 surabaya. Saat di 
kantor nanti calon donatur dapat 
memberikan dananya kepada front 
office yang telah siap dengan bukti 
tanda terima yang akan diberikan 
dan majalah Al – Falah untuk 
donatur. Kemudian pilihan cara 
pembayaran yang terakhir yakni 
dengan cara dijemput, lembaga 
YDSF memiliki sebuah tim yang 
bernama penjemput dana. Nantinya 
tim ini akan datang langsung ke 
rumah donatur untuk menerima dana 
yang telah siapkan oleh donatur.  
Pada sistem yang telah tersusun secara 
tersistematis di suatu perusahaan 
tentunya tidak diharapkan diikuti 
dengan kesalahan ataupun resiko 
yang timbul didalamnya. Akan tetapi 
dalam sistem pembayaran yang telah 
dijelaskan diatas, peneliti tertarik 
untuk memperoleh penjelasan 
mengenai resiko yang dapat timbul 
pada macam – macam sistematika 
pembayaran. Berikut pembahasan 
berdasarkan wawancara peneliti 
dengan Bapak Arif Prasojo. 
Pilihan jenis pembayaran yang 
diberikan oleh lembaga YDSF 
tentunya memiliki resiko masing – 
masing. Resiko terbesar yakni pada 
cara pembayaran yang dijemput oleh 
tim, dengan alasan bahwa jarak yang 
ditempuh oleh tim penjemput dana 
menyebabkan kekhawatiran 
tersendiri. Apalagi tim penjemput 
dana hanya menggunakan kendaraan 
roda dua. Lain halnya jika dana yang 
diambil benar – benar dengan 
nominal yang besar maka lembaga 
YDSF menyiapkan PickUp Service 
dari bank. 
Menjalankan sebuah sistem di dalam 
perusahaan tentunya dibutuhkan sumber 
daya manusia agar dapat terwujudnya 
rancangan yang diciptakan oleh 
manajemen. Peneliti ini berkaitan 
dengan penghimpunan dana, lembaga 
YDSF memiliki tim untuk menjalankan 
salah satu dari sistem pembayaran yang 
telah dijelaskan sebelumnya. Berikut 
pembahasan berdasar kutipan 
wawancara dengan Bapak Arif Prasojo. 
Tim penjemput dana yang telah 
sebutkan sebelumnya di lembaga 
Yayasan Dana Sosial Al – Falah 
sebanyak 18 orang. Tim ini 
disiapkan untuk menjemput dana 
rutin yang tiap bulannya sudah 
ditetapkan sendiri oleh donatur. 
Donatur memberikan dananya 
dengan rutin akan tetapi jika ada 
donatur yang secara tiba – tiba 
memberikan dananya dengan 
nominal yang tinggi atau biasa 
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disebut oleh lembaga Accidental 
Fund maka bukan tugas dari tim 
penjemput dana akan tetapi 
menggunakan jasa PickUp Service 
yang telah dijelaskan.  
Kebutuhan akan tenaga sumber daya 
manusia dalam menjalankan sebuah 
sistem di suatu perusahaan, tentunya 
juga akan diikuti dengan kekhawatiran 
akan terjadinya sebuah human error. 
Untuk mencegah hal ini perusahaan 
sudah sewajarnya membuat sebuah 
regulasi atau peraturan dimana hal ini 
pada nantinya akan mendukung 
terciptanya sebuah good corporate 
governance yang baik dan juga 
merupakan sebuah antisipasi atas 
human error tersebut. Dalam kasus ini 
pada lembaga YDSF yakni terkait 
sumber daya manusia yang dibutuhkan 
dalam jenis pembayaran oleh donatur 
yakni jenis pembayaran yang dijemput 
di rumah. Karena sumber daya manusia 
yang dibutuhkan langsung terjun ke 
lapangan dan waktu yang dibutuhkan 
untuk menghimpun dana tersebut, maka 
akan dikhawatirkan timbulnya hal yang 
tidak diinginkan oleh lembaga. Akan 
tetapi YDSF sebagai LAZ yang telah 
terpercaya dan benar – benar amanah 
memiliki Standar Operasional 
Perusahaan mengenai hal tersebut, 
berikut penjelasan Bapak Arif Prasojo 
berdasarkan hasil wawancara. 
Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – 
Falah memiliki sebuah Standar 
Operasional Perusahaan dalam 
meminimalisir masalah penyelewengan 
dana yang telah diberikan oleh donatur. 
Tim penjemput dana dalam 
melaksanakan tugasnya sering kali 
bekerja hingga di luar jam kantor, 
padahal dana ayng diberikan oleh 
donatur hari ini harus langsung dicatat 
oleh lembaga. Lembaga YDSF 
memiliki 2 macam strategi untuk 
mengatasi hal ini yang pertama tim 
penjemput dana yang tidak sempat 
menyetorkan dananya hari ini ke kantor 
harus melakukan transfer dana yang 
diperoleh ke rekening YDSF, dimana 
bukti setor nanti harus dibawa saat 
melakukan konfirmasi besok harinya 
kepada Front Office. cara yang kedua, 
dalam kantor YDSF ada sebuah kotak 
yang bernama Cash Box. Seluruh tim 
penjemput dana yang datang terlambat 
untuk melakukan setor kepada Front 
Office harus memasukkan dana yang 
diberikan oleh donatur ke dalam Cash 
Box lalu menuliskan jumlah dan nama 
pada sebelah buku Cash Box yang telah 
disiapkan.  
Pencatatan, Pengakuan dan 
Pengukuran  Dana 
lembaga yang memiliki fungsi sebagai 
pengelola dan penyaluran dana 
zakat, infak dan sedekah, pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No. 109 adalah pedoman 
untuk melakukan pencatatan dana. 
Pada PSAK No. 109 organisasi 
pengelola zakat menyajikan laporan 
keuangan lengkap yang terdiri dari; 
laporan posisi keuangan (neraca), 
laporan perubahan dana, laporan 
perubahan aset kelolaan, laporan 
arus kas, dan catatan atas laporan 
keuangan. Berikut pembahasan 
berdasarkan hasil wawancara dengan 
bapak Arif Prasojo terkait pencatatan 
dan pengakuan dana. 
Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – 
Falah memiliki kwitansi , kwitansi 
resmi yang  dikeluarkan oleh ydsf 
yang ditanda tangani oleh ketua 
pengurus dan bendahara.  Kwitansi 
resmi tersebut itu bernamabukti setor 
zakat donatur atau muzaki dari ydsf 
nanti di setor yang akan diberikan 
kepada donatur. Untuk lembaga 
sendiri, memiliki salinan arsip, 
dimana salinan arsip bukti memiliki 
rangkap 3, sebenarnya ada 2 kwitansi 
yang dimiliki oleh lembaga YDSF 
yang accidental menggunakan 
kwitansi manual , sedangkan untuk 
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donasi rutin, kwitansi atau bulti setor 
telah di print. 
Setelah dana di proses di pengelolaan 
keuangan kemudian dilakukan 
pencatatan, baru dana akan 
didistribusikan sesuai dengan 
kebijakan-kebijakan lembaga. Daana 
tersebut akan didistribusikan sebagai 
dana amil , dan sebagai dana 
penyaluran. Semua dana yang 
terkumpul untuk pencatatan 
penerimaannya sudah dibedakan, 
akan tetapi jika pada satu kegiatan 
yang dimiliki oleh lembaga 
mengalami kekurangan dalam hal 
pendistribusian dana, maka dapat 
diatasi dengan mengambil dari dana 
infak karena merupakan dana tidak 
terikat atau tidak ditentukan 
penggunaannya oleh donatur. 
Dalam pernyataan bapak arif prasojo di 
atas dapat dikatakan bila prinsip 
penghimpunan dana yang digunakan 
ialah pooling of fund, meskipun dana 
yang diterima dari oleh donatur dari 
berbagai macam pilihan donasi akan 
tetapi pencatatannya dibedakan 
meskipun jumlah dananya menjadi 
satu. 
Control Internal dan pengawasan 
Berdasarkan UU No 23 tahun 
2011BAB V mengenai pembinaan 
dan pengawasan pada butir pertama 
dan kedua dijelaskan bahwa menteri 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap BAZNAS, 
BAZNAS Provinsi, BAZNAS 
Kabupaten/Kota, dan LAZ. 
Gubernur dan Bupati/Walikota 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap BAZNAS, 
BAZNAS Provinsi, BAZNAS 
Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai 
dengan kewenangannya. Pembinaan 
yang dimaksud ialah pembinaan 
yang meliputi fasilitasi , sosialisasi, 
dan edukasi. Pada lembaga Yayasan 
Dana Sosial Al - Falah sendiri 
mengenai perihal pembinaan dan 
pengawasan, telah ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Agama Republik Indonesia No 524 
tahun 2016 tentang pemberian izin 
kepada Yayasan Dana Sosial Al - 
Falah sebagai Lembaga Amil Zakat 
Skala Nasional pada hal 2 bahwa 
selama melakukan kegiatan 
mengumpulkan, mendistribusikan, 
dan mendayagunakan zakat, infak, 
sedekah, dan dana sosial keagamaan 
lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
lembaga YDSF mendapatlan 
pembinaan dari Direktorar Jenderal 
Bimbingan Masyarakat islam.  
Dan untuk terkait pengawasannya 
lembaga dalam melakukan 
pengelolaan juga terdapat pada 
Keputusan Menteri Agama RI No 
524 tahun 2016 dimana lembaga 
Yayasan dana sosial Al - Falah 
memiliki kewajiban Melakukan 
pembukuan dan pengadministrasian 
perolehan zakat, infaq, sedekah, dan 
dana sosial keagamaan lainnya, 
Memberikan bukti setor zakat, infaq, 
sedekah, dan dana sosial keagamaan 
lainnya, Menyampaikan laporan 
pelaksanaan pengelolaan zakat, 
infaq, sedekah dan dana sosial 
keagamaan lainnya kepada 
BAZNAS dan Menteri Agama dan 
Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam setiap 6 (enam) 
bulan dan akhir tahun, Laporan 
pelaksanaan pengelolaan zakat, 
infaq, sedekah, dan dana sosial 
keagamaan lainnya harus diaudit 
syariat dan keuangan dan, 
Mempublikasikan laporan tahunan 
yang telah diaudit melalui media 
massa nasional. 
Untuk pengawasan mengenai 
pencatatan dan pembukuannya 
sendiri lembaga YDSF memiliki 
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sebuah badan audit internal yang 
merupakan outsource akan tetapi di 
pegawaikan oleh lembaga. Hal ini 
berdasarkan kutipan wawancara 
yang dilakukan dengan Bapak Arif 
Prasojo : 
Lembaga yayasan dana sosial al – falah 
memiliki badan pengawasan yang 
bernama satuan pengawasan internal 
(spi), merupakan bagian yang berasal 
dari outsource akan tetapi 
dikaryawankan oleh ydsf. Spi 
memiliki tugas mengontrol, 
mengawasi, dan mengevaluasi 
pekerjaan untuk dilaporkan kepada 
pengurus. Selain audit internal, 
lembaga ydsf juga telah melakukan 
audit dari pihak eksternal dan untuk 
tahun ini telah ke tujuhbelas kalinya 
diselenggarakan audit eksternal di 
lembaga yayasan dana sosial al – 
falah surabaya. 
Pengungkapan dan Transparansi 
Laporan Keuangan 
Untuk setiap hal yang berkaitan 
dengan organisasi sebaiknya 
diberikan pengungkapan yang tepat 
waktu dan akurat agar terbangunnya 
sebuah good corporate governance 
yang baik. Dimana pengungkapan 
yang harus diberikan atau 
dilaporkan mengenai informasi 
kondisi keuangan dan kinerja 
organisasi.Sebelum memberikan 
informasi tersebut baiknya informasi 
telah disusun berdasarkan historis 
dan sebelumnya telah melalui proses 
audit terlebih dahulu. proses atas 
pengungkapan dan transparansi 
terkait laporan keuangan yang di 
lakukan oleh Lembaga Yayasan 
Dana Sosial Al – Falah telah 
mengacu kepada Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan No. 109 yang 
membahas tentang Akuntansi ZIS 
dan juga mengacu kepada surat 
keputusan Menteri agama Republik 
Indonesia No. 524 tahun 2016 
mengenai pemberian izin kepeada 
Yayasan Dana Sosial Al – Falah 
sebagai Lembaga Amil Zakat Skala 
Nasional.  
PSAK No 109 mewajibkan untuk 
kebijakan penyaluran ZIS, 
pembagian dana amil, jumlah 
penyaluran dana ZIS yang mencakup 
jumlah beban pengelolaan dan 
jumlah dana yang diterima mustahiq. 
Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – 
Falah Surabaya memberikan 
informasi transparansi mengenai hal 
tersebut melalui majalah yang 
diberikan kepada donatur setiap 
bulannya, dimana pada halaman 
tertentu lembaga YDSF melaporkan 
keuangannya terkait laporan 
penerimaan dana, penyaluran dana, 
dan pengeluaran lainnya. Untuk surat 
keputusan Menteri agama Republik 
Indonesia No. 524 tahun 2016 
mewajibkan terkait transparansi 
dengan mempublikasikan laporan 
tahunan yang telah diaudit melalui 
media massa nasional.lembaga 
Yayasan Dana Sosial Al – Falah 
Surabaya menerbitkan laporan 
tahunan yang telah diaudit, dimana 
laporannya berupa laporan posisi 
keuangan (neraca) , laporan arus kas, 
dan laporan perubahan dana. Dimana 
laporan tersebut diterbitkan melalui 
majalah, Republika, Sindo, dan 
website.  
Akan tetapi saat peneliti melakukan cek di 
masing – masing website tidak menemukan 
adanya laporan tahunan yang di 
publikasikan oleh YDSF, lembaga hanya 
mempublikasikan terkait aktivitas 
penyaluran dana seperti kegiatan sosial dan 
lain-lain. YDSF mempublikasikan 
laporannya hanya pada majalah al-falah 
yang dibagikan kepada para donatur. Hal 
ini akan membuat lembaga menghilangkan 






Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – 
Falah Surabaya telah menerapkan 
kedua regulasi yakni Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan No. 
109 mengenai Akuntansi untuk 
Zakat, Infak, dan sedekah. Dan juga 
Surat Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia mengenai 
pemberian izin kepada Yayasan 
Dana Sosial Al – Falah sebagai 
Lembaga Amil Zakat Nasional. 
dimana indikator yang sesuai dengan 
kedua regulasi tersebut telah 
dilakukan untuk dapat dikatakan 
sebagai Lembaga yang belum 
sepenuhnya menerapkan good 
corporate governance. Indikator yang 
mencakup kedua regulasi tersebut 
sebagai berikut : 
Mekanisme Penghimpunan Dana 
Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – 
Falah dalam melakukan 
penghimpunan dana telah melakukan 
pengadministrasian perolehan zakat, 
infak, dan sedekah. Dan juga 
memberikan bukti setor zakat, infak, 
dan sedekah kepada para donatur. 
Hal ini sesuai dengan SK Menteri 
Agama RI No. 524 tahun 2016. Hal 
ini dimaksudkan agar para donatur 
dapat memahami proses bertransaksi, 
dan menumbuhkan kepercayaan dari 
para donatur bahwa dana yang 
diberikan benar – benar telah masuk 
ke kas lembaga dan tidak 
disalahgunakan. Dan pilihan atau 
metode penyerahan dana juga di 
mudahkan bagi para calon donatur 
maupun donatur, seperti dana 
dijemput di rumah maupun via 
transfer. Dan SOP yang dimiliki 
lembaga Yayasan Dana Sosial Al – 
Falah Surabaya terkait dana yang 
dijemput tidak diperkenankan 
dibawa pulang ke rumah oleh tim 
penjemput juga memberikan 
keamanan bagi para donatur.  
Peneliti menemukan bahwa 
ketidaksesuaian antar narasumber 
dalam memberikan  penjelasan 
mengenai mekanisme penghimpunan 
dana. 
 
Pencatatan, Pengukuran dan 
Pengakuan Dana  
 
Semua dana yang diberikan oleh donatur 
terkait pencatatan dan penempatannya telah 
disesuaikan dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan No. 109 mengenai 
Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Hal 
ini terlihat dari laporan keuangan yang 
dibuat oleh lembaga Yayasan Dana Sosial 
Al – Falah yakni laporan posisi keuangan 
(neraca), laporan perubahan dana, dan 
laporan perubahan aset kelolaan. Meskipun 
dana diterima akan menjadi satu bukan 
merupakan masalah karena lembaga telah 
memiliki jumlah untuk masing – masing 
penyaluran. Zakat yang diterima dari 
donatur YDSF atau muzakki diakui sebagai 
penambah dana zakat. Zakat yang diterima 
telah diakui sebagai dana amil untuk bagian 
dana zakat untuk bagian non amil, Zakat 
yang disalurkan kepada mustahiq diakui 
sebagai pengurang dana zakat sebesar 
jumlah yang diserahkan. Semua dana yang 
terkumpul dari berbagai macam jenis 
pembiayaan akan tetapi dana tersebut di 
kumpulkan dan pencatatannya sudah 
dibedakan, bisa dikatakan pola 
penghimpunan dana di lembaga YDSF 
menggunakan sistem Pooling Of Fund. 
 
Control Internal dan Pengawasan 
Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – 
Falah dapat dikatakan lembaga yang 
amanah karena lembaga telah 
menerapkan control internal dan 
pengawasan berdasarkan ketentuan 
regulasi tepatnya yaitu berdasarkan 
keputusan Menteri Agama Republik 
Indonesia No 524 tahun 2016 
dimana lembaga telah melaksanakan 
tugas atau kewajiban yang dimiliki 
dimana kewajiban yang keempat 
yakni telah dilakukannya audit dari 
pihak lembaga sendiri akan tetapi 
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menggunakan outsource, unit yang 
bertugas untuk melakukan audit 
terkait laporan pelaksanaan 
pengelolaan ZIS di lembaga Yayasan 
Dana Sosial Al – Falah memiliki 
nama Satuan Pengawas Internal. 
Dengan tugas yang diemban yakni 
mengontrol, mengawasi dan 
mengevaluasi. 
Pengungkapan dan Transparansi 
Laporan Keuangan 
 berpedoman pada Surat Keputusan 
Menteri Agama Republik Indonesia No. 
524 tahun 2016, memberikan kewajiban 
bagi Yayasan Dana Sosial Al – falah 
Surabaya untuk melakukan transparansi 
terkait laporan pelaksanaan ZIS untuk 
dimuat di media massa nasional, hal 
tersebut tidak dilakukan dan hanya 
memberikan informasi tersebut hanya pada 
majalah Al-falah. 
KETERBATASAN PENELITIAN 
Keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti 
selama melakukan penelitian yakni 
sebagai berikut : 
Sedikitnya waktu yang dimiliki oleh peneliti 
yang dilakukan bertepatan dengan akhir 
periode, dimana pada periode untuk lembaga 
melakukan rekap dan pembukuan. 
Peneliti hanya di berikan waktu 1 bulan 
untuk melakukan penelitian, akan tetapi 
waktu tersebut banyak dipergunakan untuk 
menunggu kedatangan narasumber dari luar 
kota. 
Durasi tatap muka dengan narasumber 
sangat terbatas, jumlah narasumber yang 





saran guna bagi penelitian yang akan 
datang, yang akan membahas mengenai 
akuntabilitas zakat, yakni sebagai berikut 
: 
Menentukan dari awal lembaga amil zakat 
mana yang akan dijadikan sebagai objek 
penelitian dan lebih di utamakan jika telah 
mendapatkan izin dari lembaga yang 
digunakan sebagai objek penelitian. Meminta 
menambahkan narasumber kepada lembaga 
untuk menambah jumlah waktu tatap muka 
dengan narasumber, dikhawatirkan 
narasumber yang lain tidak berada ditempat. 
Menambahkan rentang waktu kontrak 
dengan lembaga, setidaknya waktu 3 bulan 
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